
  

 

86 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 

1. Keberadaan pandemi wabah COVID – 19, menjadi alasan yang cukup 

kuat sebagai dasar hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang 

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui 

Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019. Adanya wabah 

pandemi, diiringi dengan kenaikan angka kasus yang semakin 

meningkat, melihat pada keadaan akan adanya over kapasitas dalam 

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Maka, langkah penjarakan 

fisik (physical distancing) dalam lingkungan Lembaga 

Pemasyarakatan dinilai sulit untuk dilakukan karena banyaknya 

lintas mobilisasi dari para Warga Binaan Pemasyarakatan maupun 

para pekerjaa dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Semua 

aktivitas dalam penjara haruslah dikoordinasikan dengan baik, jika 

terjadi over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan, tentunya hal 

ini tidak dapat terlaksanakan dengan semestinya. Sebagaimana yang 

kita tahu bahwa hadirnya keputusan yang dibuat oleh pemerintah ini 

dapat disimpulkan termasuk pada kondisi darurat, dimana pandemi covid 

termasuk pada bencana non-alam. Peristiwa berupa non – alam merupakan 

peristiwa yang berkaitan dalam gagalnya teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi ataupun adanya wabah penyakit. Dalam hal ini, wabah pandemi 

COVID – 19, termasuk dalam peristiwa yang berkaitan dengan adanya 

kondisi terkait dengan wabah penyakit. Dengan begitu, mengenai hal ini, 

telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non – Alam atas Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai 

Bencana Nasional. 
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2. Asimilasi merupakan proses pembinaan yang dilakukan terhadap 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bertujuan untuk 

membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke dalam 

kehidupan lingkungan masyarakat. Tidak semua Narapidana mendapatkan  

program asimilasi,  sehingga Narapidana harus terlebih dahulu memenuhi 

syarat – syarat yang ada dalam ketentuan yang berlaku. Terhadap 

Narapidana yang mendapatkan program asimilasi, dalam menjalankan 

pengawasan dan pengontrolan, terdapat Lembaga Pemasyarakatan yang 

memiliki kewenangan dan kebijakan masing – masing terkait dengan cara 

dan program asimilasi yang diberlakukan, misalnya seperti berapa banyak 

pengontrolan yang dilakukan dalam satu bulan terhadap Narapidana yang 

melakukan asimilasi dan bagaimana cara untuk mengontrol para 

Narapidana yang melakukan asimilasi yang dirumahkan ataupun yang 

tidak dirumahkan tersebut. Pemberlakuan pengontrolan terhadap program 

asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, selain 

dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang memiliki wewenang, Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin mempunyai kebijakan tersendiri 

dalam melakukan pengontrolan terhadap para Narapidana yang 

melakukan asimilasi di rumah dengan pengontrolan oleh video call. 

Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy, yang 

dalam hal pengontrolan tidak memiliki kebijakan tersendiri, sehingga 

Narapidana yang berasimilasi di rumah, pengontrolannya dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh 

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata 

untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan yang ketentuannya 

diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID – 19.  Balai Pemasyarakatan dalam 

hal mengontrol nariapidana, memiliki kewenangan dan peran tersendiri, 
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diantaranya seperti melakukan pembinaan dan pengawasan dengan 

menggunakan video call atau sarana online lainnya di masa pandemi, 

ataupun sebagaimana sebelum adanya pandemi dengan mengunjungi 

Narapidana yang dirumahkan untuk mengontrol Narapidana tersebut 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan tentunya berbeda dengan 

cara pengontrolan yang juga dapat dilakukan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan atas kebijakan tersendiri. Selain itu, terkait dengan hal 

keberlakuan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang 

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui 

Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019, jika dihubungkan 

dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, dapat dihubungkan dengan 

diantaranya pada Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf j,k, dan l Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak ditemukan 

adanya pertentangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, bahwa jika terpidana telah 

menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan 

kepadanya, sekurang - kurangnya, harus 9 (sembilan) bulan, maka 

terpidana dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Dalam Pasal 15 Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai keberlakuan hak 

terhadap para Narapidana yang juga terkandung dalam peraturan lebih 

tinggi lainnya, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diantaranya pada huruf j, yaitu 

mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga, huruf k, yaitu dalam pasal tersebut Narapidana berhak untuk 

mendapatkan pembebasan bersyarat, dan pada huruf l, yaitu Narapidana 

berhak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Selain itu,  dalam 
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat diatur mengenai asimilasi dan integrasi yang 

diberlakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan bagi 

Narapidana dan Anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, 

pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat 

serta mendorong peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan 

sistem pemasyarakatan yang bertujuan pula untuk meningkatkan 

keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan dalam masyarakat secara 

komprehensif mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan 

integrasi terhadap Narapidana dan Anak. Sehingga, terhadap peraturan – 

peraturan yang lebih tinggi ini, baik yang terkandung dalam Kitab Undang 

– Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak bertentangan dengan apa 

yang ditegaskan dan tentunya mendukung keberlakuan program asimilasi 

dan integrasi terhadap Narapidana maupun anak dalam hal sebagaimana 

setiap Narapidana dan Anak memiliki hak terhadap dirinya, sehingga 

mengenai hal ini tercantum pula dalam keberlakuan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 

Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan 

Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019. 

 

5.2. Saran  

1. Walaupun wabah COVID – 19 menjadi alasan yang cukup kuat atas 

hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan 

Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi 
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dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID 

– 2019, yang sebagaimana oleh Presiden Joko Widodo di tegaskan 

dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Non – Alam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional, dan telah ditetapkan termasuk 

dalam peristiwa yang berkaitan dengan adanya kondisi terkait dengan 

wabah penyakit, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selaras dengan 

keberlakuan hak terhadap para narapidana/anak didik dan bertujuan 

sebagai bentuk kemanusiaan dan bentuk kepedulian negara terhadap 

sektor keselamatan dari bidang kesehatan dengan menjaga angka COVID 

– 19,  sebagaimana diinstruksikan oleh Dewan Hak Asasi dan Manusia 

Perserikatan Bangsa – Bangsa yang mendesak untuk melonggarkan 

populasi dalam penjara dengan melihat kembali keadaan yang ada dalam 

Indonesia, namun, terhadap hal berakhirnya program Asimilasi, masih ada 

ketidakjelasan dapat berakhir kapan, dan hanya dikatakan dapat 

dinyatakan selesai hingga wabah virus corona berakhir, sedangkan kita 

tidak akan pernah tahu wabah virus ini kapan akan selesai. Dengan begitu, 

seharusnya pemerintah dapat memeberikan kejelasan mengenai 

pemberlakuan berakhirnya asimilasi yang diberlakukan berdasarkan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan 

Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019. 

 

2. Suatu hal baru bagi Lembaga Pemasyarakatan di masa pandemi COVID - 

19 dalam melakukan program asimilasi terhadap narapidana, Lembaga 

Pemasyarakatan turut serta dalam melakukan pengontrolan kepada 

Narapidana yang melakukan program asimilasi di  rumah sebagaimana 

yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, 

melalui kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tersendiri, dengan 

mengontrol Narapidana yang melakukan program asimilasi di rumah, 

dengan pengontrolan menggunakan video call kepada Narapidana dalam 
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beberapa waktu yang telah ditentukan. Pengontrolan kepada Narapidana 

dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, sebagaimana ditegaskan dalam 

dalam Pasal 2 ayat (2) dalam  Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID – 19, yang menyatakan bahwa 

asimilasi dilakukan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan 

Balai Pemasyarakatan dan melibatkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) 

jika diperlukan. Dengan begitu, menurut penulis, dapat terjadi 

ketidakjelasan dalam pengontrolan terkait dengan program asimilasi 

COVID – 19 yang dilakukan terhadap  Narapidana di rumah, yaitu baik 

yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai 

Pemasyarakatan. Walaupun menjadi suatu hal yang baik dengan 

diadakannya pengontrolan melalui video call dengan bertujuan agar 

adanya pengontrolan yang maksimal oleh Lembaga Pemasyarakatan atas 

kebijakan tersendiri masing-masing Lembaga Pemasyarakatan, namun 

menurut Penulis, alangkah baiknya pengontrolan hanya dilakukan oleh 

Balai Pemasyarakatan selaku pranata untuk melaksankan pembimbingan 

dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan sehingga, dalam 

melakukan pengontrolan, hanya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan 

sebagaimana fungsi dan kewajibannya, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan 

Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

COVID – 19, sehingga tidak berbenturan dan melibatkan banyak pihak 

dalam melakukan pengontrolan Narapidana yang berasimilasi di rumah, 

walaupun hal ini dapat pula menghasilkan suatu hasil yang baik dalam hal 

adanya pengontrolan yang dilakukan. Selain itu, terkait dalam hal 

kedudukan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang 
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Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui 

Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019 jika dihubungkan 

dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, yaitu terhadap Pasal 15 ayat 

(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,  Pasak 14 ayat (1) huruf 

j,k,dan l Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak ditemukan permasalahan dan 

terhadap peraturan-peraturan lebih tinggi tersebut tidak bertentangan 

dengan apa yang ditegaskan dalam Keberlakuan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 

Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan 

Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID – 2019. Sehingga, keberlakuan 

hak terhadap para Narapidana terpenuhi karena Narapidana berhak untuk 

mendapatkan setiap hak-nya, termasuk mendapatkan asimilasi dan 

integrasi yang ada dalam situasi dan kondisi wabah virus COVID – 19  

seperti ini. 
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	KESIMPULAN DAN SARAN
	5.1. Kesimpulan
	1. Keberadaan pandemi wabah COVID – 19, menjadi alasan yang cukup kuat sebagai dasar hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi d...
	2. Asimilasi merupakan proses pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Tidak semua Narapidana mendapat...
	5.2. Saran
	1. Walaupun wabah COVID – 19 menjadi alasan yang cukup kuat atas hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam R...
	2. Suatu hal baru bagi Lembaga Pemasyarakatan di masa pandemi COVID - 19 dalam melakukan program asimilasi terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan turut serta dalam melakukan pengontrolan kepada Narapidana yang melakukan program asimilasi di  ruma...
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